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BAB I
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama penerimaan bagi pemerintah daerah yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi keuangan yang berasal dari wilayahnya sendiri, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa tergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat.
Kabupaten Sumba Tengah, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, memiliki tantangan dalam meningkatkan PAD. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk terbatasnya sumber daya alam, rendahnya kapasitas pengelolaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Otonomi daerah mendorong Upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan layanan publik, Sebagai sebuah daerah otonomi, maka Kabupaten Sumba Tengah wajib mengoptimalkan berbagai Sumber daya yang dimiliki agar dapat meningkatkan pendapatan daera, terutama pendapatan asli daerah. Sumba Tengah adalah Kabupaten dengan prosentasi Pendapatan Asli Daerah terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (tahun 2023) dengan total PAD sebesar Rp. 22.036 M. sedangkan yang tertinggi adalah Kota Kupang dengan PAD sebesar Rp. 191.087 
Seiring berjalannya waktu, sejak menjadi sebuah daerah Otonomi Baru pada tahun 2006, Kabupaten Sumba Tengah terus berbenah dan melakukan banyak aktifitas Pembangunan, dan salah satu Indikator yang selalu menjadi tolak ukur keberhasilan Pembangunan daerah adalah Kapasitas Fiskal Daerah, yang mengukur kemampuan suatu daerah yang dicerminkan dari kemampuan pendapatan suatu daerah. Peraturan daerah Kabupaten Sumba tengah Nomor 01 Tahun 2024, tentang Pajak dan Retribusi daerah memberikan daya dukung yang sangat baik bagi Kabupaten Sumba tengah untuk dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan PendapatanAsli Daerah, diman dalam peraturan daerah ini, terdapat 29 jenis Pajak dan Retribusi yang di kelalola oleh Organisasi Perangkat Daerah
Setelah melaksanakan implemantasi Proyek Perubahan dalam rangka mencapai rencana jangka pendek, maka Output yang dihasilkan adalah, tersedianya produk hukum berupa 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pejak dan Retribusi Daerah sebagai Impementasi Peraturan daerah Kabupaten Sumba tengah Nomor 01 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2025, yang kemudian diajukan ke Bagian Hukum oleh masing-masing OPS pengampu PAD.
Tindak lanjut untuk capaian pada jangka pendek adalah jangka menengah dan jangka Panjang yaitu Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli daerah pada masing masing OPD Pengampu PAD untuk TA 2025, rapat koordinasi pelaksanaan anggaran dan rapat evaluasi Triwulan I Bersama Tim Anggaran Daerah, serta capaian jangka Panjang adalah pelaksanaan rapat evaluasi triwulan II, III dan IV Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, melalui Badan Keuangan Daerah pada Bidang Pendapatan Daerah.

























BAB II.
GAGASAN PROYEK PERUBAHAN

1. ANALISA MASALAH
a. Latar Belakang.
Kebijakan Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan yang tepat dan presisi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Peran pemerintah amat krusial dalam usaha percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berbagai macam intervensi yang dilakukan pemerintah untung mendorong pembangunan daerah secara merata dan menyeluruh. Kebijakan pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan daerah, serta penanggulangan pada daerah yang masih tertinggal untuk dapat mengejar daerah lainnya. Tentunya tujuan utamanya adalah meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Sumba Tengah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama penerimaan bagi pemerintah daerah yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi keuangan yang berasal dari wilayahnya sendiri, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa tergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat.
Kabupaten Sumba Tengah, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, memiliki tantangan dalam meningkatkan PAD. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk terbatasnya sumber daya alam, rendahnya kapasitas pengelolaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Otonomi daerah mendorong Upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan layanan publik, Sebagai sebuah daerah otonomi, maka Kabupaten Sumba Tengah wajib mengoptimalkan berbagai Sumber daya yang dimiliki agar dapat meningkatkan pendapatan daera, terutama pendapatan asli daerah. Sumba Tengah adalah Kabupaten dengan prosentasi Pendapatan Asli Daerah terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (tahun 2023) dengan total PAD sebesar Rp. 22.036 M. sedangkan yang tertinggi adalah Kota Kupang dengan PAD sebesar Rp. 191.087 M
Seiring berjalannya waktu, sejak menjadi sebuah daerah Otonomi Baru pada tahun 2006, Kabupaten Sumba Tengah terus berbenah dan melakukan banyak aktifitas Pembangunan, dan salah satu Indikator yang selalu menjadi tolak ukur keberhasilan Pembangunan daerah adalah Kapasitas Fiskal Daerah, yang mengukur kemampuan suatu daerah yang dicerminkan dari kemampuan pendapatan suatu daerah.
Sampai dengan tahun 2023 Indeks kemampuan keuangan daerah kabupaten Sumba Tengah dapat di gambarkan sebagai berikut.
Gambar 2.1.. Diagram Indeks kemampuan Keunagan Daerah

(Badan Keuangan daerah Kabupaten Sumba Tengah)

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi  daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan.
Jangkauan dari Rancangan Peraturan Daerah ini dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan oleh aturan yang lebih tinggi yakni Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan  Pajak Daerah Retribusi Daerah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang tertuang dalam Batang Tubuh Pasal 286 Undang- Undang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan sebagai berikut:
Pajak daerah dan Pajak Daerah Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang- undang. 

Landasan sosiologis pengaturan Pajak Daerah Retribusi Daerah didasarkan pada sejumlah realitas empiris yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Berdasarkan fakta empiris, sebagaimana dalam Bab II Huruf C yang menguraikan tentang praktik empiris, maka Retribusi harus diatur dalam Peraturan Daerah didasarkan pada landasan sosiologis dengan asumsi sebagai berikut.
1. Adanya kepastian Pajak Daerah Retribusi Daerah melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pajak Daerah Retribusi Daerah akan menjamin nilai kepastian hukum dan kean hukum;
3. Adanya kepastian mengenai kewenangan, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dalam Pajak Daerah Retribusi Daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Dengan demikian maka jelas bahwa pengaturan Pajak Daerah Retribusi Daerah dalam peraturan daerah akan mendatangkan dampak positif dalam menciptakan kepastian hukum dan jawaban atas pelayanan dan penarikan retribusi oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten Sumba Tengah. Kepastian hukum dan jawaban atas pelayanan dan penarikan retribusi oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten Sumba Tengah.
Sebagai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 01 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka saat ini sedang berproses penyusunan Peraturan Bupati Bupati sebagai aturan pelaksana Perda Nomor 1 tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah wajib menyelesaikan 13 Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pajak Daerah dan 20 Peraturan Bupati yang mengatur tentang Retribusi Daerah.   
b. Tujuan Proyek Perubahan
1. Tujuan Jangka Pendek
· Terbentuknya tim terpadu percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
· Terlaksananya penguatan Tugas dan tanggung jawab Tim Terpadu PAD Sumba Tengah
· Meningkatnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah terutama OPD Pengelola PAD.
· Tersusunnya Kerangka Acuan kerja (TIMELINE).
· Tersusunnya SK Bupati tentang Pembentukan tim terpadu PAD Sumba Tengah.
· Terwujudnya Penyusunannya 13 Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan 13 Rancangan Peraturan Bupati tentang Retribusi.
2. Jangka Menengah
· Terwujudnya cakupan dan efektivitas pungutan PAD.
· Terwujudnya integrasi teknologi digital yang lebih canggih untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pemungutan pajak dan retribusi.
· Terwujudnya peningkatan pengawasan dan transparansi dalam mengurangi kebocoran dalam pemungutan pendapatan 
· Terwujudnya pengembangan keterampilan bagi aparatur daerah dan anggota Tim Terpadu PAD dalam hal perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pemungutan pendapatan.
3. Jangka Panjang.
· Terwujudnya capaian kemandirian FISKAL yang signifikan
· Terwujudnya Keberlanjutan peningkatan PAD melalui investasi jangka panjang di sektor-sektor yang memiliki potensi besar
· Terlaksananya Implementasikan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pajak, retribusi.
· Terwujudnya Pengembangan industri pariwisata yang mendukung peningkatan PAD serta memperkuat basis ekonomi masyarakat 

2. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH
A. TEROBOSAN INOVATIF
Dalam Upaya meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Sumba Tengah, maka trobosan inovasi yang dilakukan adalah Pembentukan Tim Terpadu lintas Sektor yang mempunyai tugas secra khusus membantu Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah melakukan perencanan, pemantauan terhadap semua potensi pendapatan daerah sebagaimana implemantasi Peraturan daerah Kabupaten Sumba Tengah no 01 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Adapun unsur unsur yang terdapat pada strategi Peningkatan Pendapatan Asli daerah diantaranya adalah:
a. Output Proyek Perubahan.
1. Jangka Pendek.
Output jangka pendek diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu 60 hari sampai minggu pertama bulan desember 2024.
dengan hasil berupa:
· Tim Terpadu yang secara Khusus menangani Pendapatan Asli Daerah Sumba Tengah mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.
· Dokumen Surat Keputusan Bupati sumba Tengah tentang  Pembentukan tim terpadu peningkatan pendapatan asli dawerah di Kabupaten Sumba Tengah.
· Rencana Kerja Tim terpadu, rencana jangka pendek, jangka menengah dan rencana jangka Panjang.
· Fasilitasi percepatan penyusunan dokumen Rancnagan Peraturan Bupati sumba tengah tentang 13 Retaribusi dan 13 Pajak daerah.
2. Jangka Menengah.
Output Jangka Menengah akan dicapai kurun waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun terhitung sejak selesainya masa PKN II Angkatan XXXI tahun 2024, sebagai berikut:
· Tersedianya dokumen Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Terdapat 13 RANPERBUP Pajak dan 13 RANPERBUP Retribusi.
· Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 pada seluruh Organiasi perangkat daerah pengampu Pendapatan Asli daerah.
· Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Pendapatan Asli daerah.
3. Jangka Panjang.
Output jangka Panjang dicapai kurun waktu di atas 1 tahun setelah selesainya PKN II Angkaatn XXXI. Dengan hasil sebagai berikut:
· Laporan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sumba Tengah 
· Laporan Peningkatan Teknologi Informasi untuk Pelayanan Pendapatan Asli Daerah (penyediaan perangkat teknologi yang memudahkan pemantauan pajak dan retribusi daerah)
· Dokumen Pembentukan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
b. Outcome:
1. Jangka Pendek
· Tim kerja terpadu yang dapat memberikan dukungan pada peningaktan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumba Tengah
· Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Sumba tengah tentang Pajak dan retribusi Derah
2. Jangka Menengah
Dokumen Peraturan Bupati Sumba tengah tentang Pajak dan Retribusi daerah, terutama pada 13 Ranperbub Pajak dan 13 Ranperbup Retribusi daerah.
3. Jangka Panjang.
Laporan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumba Tengah, dalam rangka pencapaian dukungan kemandirian fiskal di daerah.

B. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS.
Proyek perubahan ini dapat tercapai dengan sinergitas kegiatan yang telah ada pada berbagai Organisasi Perangkat daerah di Kabupaten Sumba Tengah, sehingga sangat diharapak peran aktif semua stake holder terutama OPD pengampu Pendapatan Asli Daerah.
Tahapan Proyek Perubahan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumba Tengah, melalui pembentukan Tim Kerja Terpadu adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1. Tahapan proyek perubahan.
	 RENCANA JANGKA PENDEK (60 Hari)

	No
	MILSTONE
(Tahapan Kegiatan)
	Capaian (Output)
	Waktu

	1
	Rapat Koordinasi Persiapan.
1. Pembahasan Materi Rapat.
2. Koordinasi dengan Mentor dan Staf.
	· Hasil Rapat
· Foto Kegiatan
	23 - 24 September 2024

	2
	Pembentukan Tim Terpadu.
1. Penyusunan TIM Kerja PAD
2. Pembahasan SK
3. Penanda tanganan SK Tim Terpadu
	· SK Bupati Sumba Tengah.
· Foto Kegiatan
	26 – 27 September 2024

	3
	Pembahasan Rencana Kerja.
1. Penyusunan Rencana Kerja TIM PAD Terpadu  Sumba Tengah
2. Pengajuan Rencana Kerja ke Mentor
	· Dokumen RKA TIM Terpadu PAD Sumba Tengah (Rencana Kerja)
· Foto Kegiatan
	01 – 04 Oktober 2024

	4
	Rapat Koordinasi Tim Terpadu bersama OPD Pengampu PAD,
1. Sekretaris Daerah kabupaten Sumba Tengah sebagai Mentor.
2. Asisten Tata Perekonimian
3. Kepala Badan keuangan daerah
4. Kepala Bappelitbangda
5. Seluruh OPD Pengampu Pendapatan Asli Daerah.
6. Bagian HUKUM
7. TIM Terpadu PAD

	· Dokumen Rencana Kerja Tindak Lanjut disahkan Mentor
· Foto Kegiatan
	07 – 11 Oktober 2024

	5
	Rapat Koordinasi Tim Terpadu bersama OPD Pengampu PAD, dalam rngka Percepatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sumba Tengah PAD (Pajak dan Retribusi)
1. Sekretaris Daerah kabupaten Sumba Tengah sebagai Mentor.
2. Asisten Tata Perekonimian
3. Kepala Badan keuangan daerah
4. Kepala Bappelitbangda
5. Kepala Bidang Aset pada BKD Sumba Tengah.
6. Seluruh OPD Pengampu Pendapatan Asli Daerah.
7. Bagian HUKUM
8. TIM Terpadu PAD

	· Daftar LIST RanPERBUP yang diselesaikan
· Foto Kegiatan
	14 – 18 Oktober 2024

	6
	Rapat Evaluasi (Evaluasi Rancangan PERBUB Pajak dan Retribusi)

	· Progres RanPERBUP
· Foto Kegiatan

	21 – 25 Oktober 2024

	7
	Kunjungan TIM Terpadu PAD ke masing masing OPD Pengampu PAD
1. Badan Keuangan Daera
2. Dinas PUPR
3. Dinas Pertanian
4. Dinas Peternakan
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Lingkungan Hidup
8. UPTD Pendapatan Prov. NTT
9. RSUD Waibakul
10. Bagian Ekonomi

	· Laporan Kegiatan
· Foto Kegiatan
	28 September – 01 November 2024.

	8
	Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan RETRIBUSI
	Laporan dan Foto Kegiatan
	04 – 16 November 2024

	9
	Koordinasi dengan Lembaga Perbankan, dalam rangka memberi dukungan pada Lembaga UMKM di kabupaten Sumba Tengah.
	Laporan dan Foto Kegiatan (Rencana AKSI Perbankan)
	18 - 22 November 2024

	10
	Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah ke Bagian HUKUM oleh masing masing OPD. Pengampu PAD
	Laporan dan Foto Kegiatan
	25 – 29 November 2024

	RENCANA JANGKA MENENGAH (6 bulan)

	

	1
	Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Ran PERBUP oleh masing masing OPD. Pengampu PAD dan di ajukan Kembali ke Bagian HUKUM oleh masing masing OPD.
	Laporan dan Foto Kegiatan
	09 – 13 Desember 2024

	2
	Rapat Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli daerah pada masing masing OPD Pengampu PAD untuk TA 2025
	Dokumen Laporan Target PAD tahun 2025 dan FOTO
	14 – 30 Desember 2024

	3
	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran tahun 2025
	Laporan dan FOTO
	03 April – 10 April 2025

	4
	Rapat Evaluasi Triwulan I
Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah
	Laporan dan FOTO
	15 April 2024

	
	
	
	

	RENCANA JANGKA PANJANG (6 bulan)

	1
	Evaluasi Triwulan II. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, melalui Badan Keunagan Daerah pada Bidang Pendapatan Daerah.
	Dokumen Evaluasi (Targret an Realisasi PAD)
Foto Kegiatan
	Bulan Juli 2025

	2
	Evaluasi Triwulan III. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, melalui Badan Keunagan Daerah pada Bidang Pendapatan Daerah.
	Dokumen Evaluasi (Targret an Realisasi PAD)
Foto Kegiatan
	Bulan Oktober 2025

	3
	Evaluasi Triwulan IV Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, melalui Badan Keuangan Daerah pada Bidang Pendapatan Daerah.
	Dokumen Evaluasi (Targret an Realisasi PAD)
Foto Kegiatan
	Bulan Desember 2025

	
	
	
	



















BAB III
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN.

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PERUBAHAN PROYEK PERUBAHAN
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu Indikator Kemandirian fiskal daerah di kabupaten Sumba Tengah, berproses melalui berbagai mekanisme perencanaan. Oleh karena itu dalam Implementasi pelaksanaan proyek perubahan beberapa tahapan dan langkah startegis yang telah dilakukan sebagai bagian dari rencana jangka pendek proyek perubahan sebagai mana 10 langkah capaian jangka pendek sebagai berikut:

Tabel 3.1. Ketercapaian tujuan proyek perubahan jangka pendek.
	NO
	Tahapan Utama
	OUTPUT
	Keterangan

	
	
	Rencana
	Realisasi
	

	1
	Rapat Koordinasi persiapan Pelaksanaan proyek perubahan
	Pemahaman konsep dan rencana proyek perubahan kepada undangan
	Adanya dukungan audens tentang recana proyek perubahan.
	Membangun pemahaman Bersama tentang proyek perubahan.

	2
	Pembentukan Tim Terpadu
	Pembentukan Tim Terpadu / Tim Efektif daam rangka mendukung Implemantasi proyek perubahan
	Tersedianya rancangan Surat Keputusan Bupati Sumba tengah tentang Tim Efektif
	Rancangan Tim Efktif dalam SK Bupati dan di sampaikan ke bagian Hukum.

	3
	Pembahasan dan Penetapan rencana Kerja Tim Terpadu
	Penyusunan dokumen rencana kerja Tim Efektif yang meliputi Recana Kerja jangka pendek
	Pemahaman Tim Efektif tentang rencana kerja yang akan dilaksanakan sampai pada akhir bulan November 2024
	Dokumen Recana Kerja Tim Efektif

	4
	Rapat Koordinasi Tim Terpadu dengan OPD Pengelola PAD
	Membangun pemahaman diantara Tim Efektif dan OPD Pengelola PAD se kabupaten Sumba Tengah. Tentang recana proyeksi pendapatan Asli Daerah tahun 2025
	Tersedianya dokumen rancangan Proyeksi PAD Kabupten sumba tengah tahun 2025
	Diskusi dan DESK masing masing OPD Pengelola PAD.

	5
	Rapat Koordinasi Tim Terpadu bersama OPD Pengampu PAD, dalam rngka Percepatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sumba Tengah PAD (Pajak dan Retribusi)
	Rapat koordinasi percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati Sumba tengah ttg pajak dan retibusi daerah
	Tersedainya dokumen Rancangan peraturan bupati Sumba tengah
	

	6
	Rapat Evaluasi (Evaluasi Rancangan PERBUB Pajak dan Retribusi)

	Dokumen Ranperbup Pajak dan Retribusi di evaluasi oleh Tim Efektif Bersama Badan Keuangan daerah dan Bagian HUKUM 
	Tersedianya dokumen Ranperbup yang siap di kirim ke KEMENDAGRI
	Dokumen Ranperbup di kirim ke KEMENDAGRI untuk di Evaluasi

	7
	Kunjungan TIM Terpadu PAD ke masing masing OPD Pengampu PAD

	Bersama Tim Efektif melakukan Kunjungan dan Koordinasi dengan Pimpinan OPD Pengelola PAD
	Sejumlah OPD Pengelola PAD yang di kunjungan memiliki sejumlah persoalan tentang PAD 
	Catatan catatan Persoalan Penerimaan di OPD Pengelola PAD

	8
	Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan RETRIBUSI
	Dokumen Rancangan PERBUP di bahas dan di Asistensi oleh Kementrian dalam Negeri
	Tersedianya dokumen hasil Evaluasi oleh Kementrian dalam Negeri
	Melaku\kan Perbaikan dokumen dan segera di kirm Kembali ke Kemendagri sebagai Upaya percepatan.

	9
	Koordinasi dengan Lembaga Perbankan, dalam rangka memberi dukungan pada Lembaga UMKM di kabupaten Sumba Tengah.
	Koordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah NTT, sebagai Bank MITRA Pemda Sumba Tengah.
	Tersedia dukungan Bank NTT kepada Kelompok UMKM di REST AREA Langga Liru Kecamatan Umbu Ratu Nggay
	Dukunga Bank NTT pada Pembangunan REST AREA LAngga Liru, berupa Pembangunan TUGU dan Gerbang serta penyediaan Pinjaman MODAL

	10
	Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah ke Bagian HUKUM oleh masing masing OPD. Pengelola PAD
	Dokumen Rancangan PURBUP yang telah selesai di Asistensi oleh Kemendagri,di ajukan ke bagian Hukum.
	Sejumlah PERBUP yang telah di ajukan akan diproses menjadi Peraturan Bupati Sumba tengah
	Ranperbup yang telah di ajukan berjumlah 14 Ranperbup.



Capaian Rencana Proyek Perubahan berdasarkan Tahapan Rencana jangka pendek.
1. Rapat Koordinasi Persiapan.
· Waktu Pelaksanaan 23 sampai 24 September 2024.
· Kegiatan yang dilaksanakan adalah
1. Melakukan koordinasi dengan Bapak sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagai Mentor pelaksanaan PIM II, serta 
2. Melakukan Rapat Koordinasi pembentukan Tim Efektif, dirangkai dengan kegiatan Sosialisasi perluasan potensi pendapatan asli daerah kepada Organisasi Perangkat daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah.
· Hasil kegiatannya adalah tersedianya Rancangan Tim efektif implementasi proyek perubahan, yang terdiri dari Pejabat menengah dan Staf Pelaksana 
· Foto Kegiatan.

1. Koordinasi dengan Bapak Sekretaris Daerah sebagai MENTOR PIM II
2. Rapat Koordiansi dalam rangka Sosialisasi Proyek Perubahan









3. Pembentukan Tim Terpadu (Tim Efektif).

· Waktu Pelaksanaan 26 September 2024.
· Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan beberapa Anggota tim efektif yang akan tergabung dalam Tim Terpadu percepatan peningkatan Pandapatan Asli Daerah kabupaten Sumba Tengah.
· Hasil kegiatannya adalah tersedianya Rancangan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah tentang Tim Efektif.
Foto foto kegiatan. 

Rapat Koordiasi Tim TERPADU, dalam rangka penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Sumba Tengah ttg Tim Efektif


















Surat Keputuan Bupati Sumba Tengah, tentang penetapan Tim Efektif: https://drive.google.com/file/d/1zjSqHVeHGZJ9w1d28WBMO_eixuZMkZ6U/view?usp=drive_link

4. Pembahasan Rencana Kerja Tim Terpadu
· Waktu Pelaksanaan 01 - 04 Oktober 2024.
· Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan beberapa Anggota tim efektif yang akan tergabung dalam Tim Terpadu percepatan peningkatan Pandapatan Asli Daerah kabupaten Sumba Tengah.
· Hasil kegiatannya adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja jangka pendek Tim Efektif. Rencana kerja tim terpadu adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan pada rencana kerja jangka pendek, sampai dengan bulan desember 2024.
· Foto foto kegiatan.
Rapat kerja Tim Efektif dalam rangka penyusunan Rencana jangka pendek Tim Efektif, serta Dokumen Rencana Kerja Tim Efktif




Dokumen Rencana Kerja Tim Efektif dapat di liat pada Link berikut.
https://drive.google.com/file/d/1xH0JlJl2Um05NJas9IZgrFJgaQ-HlP8w/view?usp=drive_link

5. Rapat koordinasi Tim Terpadu dengan OPD Pengelola PAD.
· Waktu Pelaksanaan 11 Oktober 2024.
· Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Rapat koordinasi terpadu yang di ikuti oleh:
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan
3. Asisten Administrasi umum
4. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
5. Semua Organisasi Perangkat Daerah pengelola PAD
6. Tim anggaran Pemerintah Daerah  Kabupaten Sumba Tengah.
7. Bagian Hukum pada Sekda Kabupaten Sumba Tengah
8. Badan Keuangan Daerah.
9. Tim Efektif.
· Hasil kegiatannya adalah tersedianya Rencana Kerja Pendapatan bagi semuruh OPD Pengelola PAD di Kabupaten Sumba Tengah, yang akan menjadi dasar saat Penyusunan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025.
· Foto foto kegiatan.
· Kegiatan rapat Koordiansi dengan tim efektif dalam rangka pemnatapan dan penyusunan rencana proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025













6. Rapat Koordinasi Percepatan RANPERBUP Pajak dan Retribusi.
· Rapat Koordinasi bersama OPD Lintas Pengelola PAD. tanggal 15 - 18 Oktober 2024 termasuk mengevaluasi progress penyusunan Rancangan Peraturan Bupati,
· Rapat Koordinasi percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah pajak dan retribusi daerah, sebagai implementasi Peraturan daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 01 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
· Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah, tersedianya 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Bupati tentang pajak dan retribusi daerah, sebagai berikut:
1. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang tatacara pemungutan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sumba Tengah
2. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
3. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang tata cara pemungutan pajak reklame;
4. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang tata cara pemungutan pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas atas makanan dan atau minuman;
5. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang pajak jasa tertentu (PBJT) atas tenaga Listrik;
6. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas hotel;
7. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan;
8. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang tata cara pemungutan retribusi penjualan telur ayam ras, penjualan ayam afkir, pelayanan inseminasi buatan (IB), pada ternak babi serta penjualan anak babi;
9. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan rumha potong hewan ternak;
10. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar
11. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
12. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang penetapan tarif pemakaian air minum dan pengelola pada unit pengelola  air minum di Kabupaten Sumba Tengah;
13. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi persetujuan bangunan Gedung di Kabupaten Sumba Tengah;
14. Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang petunjuk pelaksanaan retribusi pelayanan Kesehatan pada puskesmas di kabupaten Sumba Tengah.
Foto Kegiatan dan Rancangan Peraturan Bupati. 








	







		

7. Kunjungan Tim efektif ke OPD Pengelola Pendapatan Asli daerah
· Kegiatan ini dilaksanakan pada tangga 28 September sampai dengan 02 Nopember 2024
· Hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiaat ini adalah, 
1. Tersedianya dokumen perbaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang pajak dan retribusi daerah
2. Tersedia dokumen rancangan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 pada masing OPD Pengelola PAD se Kabupaten Sumba Tengah.
3. Tren rencana Pendapatan Asli Daerah masing masing OPD Pengelola PAD di Kabupaten Sumba Tengah, tahun 2024 dan 2025
Tabel 3.2.Rencana Pendapatan Asli Daerah 
Tahun 2024 dan 2025
	NO
	URAIAN
	2024
	2025

	
	Total PAD
	28.240.524.743
	29.126.965.939

	1
	PAJAK
	8.746.702.792
	9.497.955.179

	2
	RETRIBUSI
	3.231.100.000
	4.184.222.000

	3
	Bagi Laba Penyertaan Modal
	2.759.129.716
	2.765.269.860

	4
	Lain Lain PAD yang sah
	13.503.592.235
	12.679.518.900



· Kegiatan kunjungan lapangan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. Badan Perencanaan dan Penelitian (Bappelitbangda) Kabupaten Sumba Tengah. 
Berdiskusi dengan Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Sumba Tengah









Koordinasi dilaksanakan dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap Rencana Pendapatan asli daerah pada perencaan Penganggaran tahun 2025. Bertemu dengan Sekretaris Bappelibangda kabupaten Sumba Tengah. Dan berdasarkan mekanisme dan tatacara penganggaran, maka pada tahun 2025, proyeksi pendapatan daerah kabupaten Sumba Tengah naik Rp. 886.441.196.
Sejumlah proyeksi pendapatan akan didistribusi pada program dan kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2025.
2. DPRD Kabupaten Sumba Tengah Komisi Dua, yang membidangi Pendapatan dan Institusi kemakmuran di Kabupaten Sumba Tengah.
Diskusi dengan Komisi Dua DPRD Kabupaten Sumba Tengah, dalam rangka pembahasan Rencana Pendapatan Tahun 2025







Beberapa Catatan Komisi Dua DPRD Kabupaten Sumba di antaranya adalah:
1. Pemerintah kabupaten Sumba Tengah wajib mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan yang ada di daerah ini, berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 01 tahun 2024 tentang pajak dan Retribusi Daerah.
2. Meminta Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melalui Badan Keuangan Daerah dan Tim Efektif melakukan percepatan penetapan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang seluruh Pajak dan Retribusi Daerah sebelum Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025.
3. Meminta Seluruh OPD pengelola Pendapatan agar Fokus pada peningkatan target dan realisasi Pendpatan Asli Daerah, baik tahun 2024 maupun tahun 2025.
4. Merekomendasikan Program dan Kegiatan yang mendorong tumbuhnya Aktivitas ekonomi masarakat Sumba tengah, agar Daya beli Masarakat dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat menberikan dukungan pada peningkatan PAD.
3. Dinas Peternakan dan UPTD Peternakan Kabupaten Sumba Tengah.
Bersama Tim efektif mengunjungi Kandang pemeliharaan ayam pedaging UPTD Peternakan Kabupaten Sumba Tengah










Beberapa catatan kepala UPTD pembibitan ternak Kabupaten Sumba tengah, adalah:
1. Sebagaiman rencana bisnis yang telah ditetapkan, pada tahun anggara 2023, maka kapasitas Gedung pemeliharaan ayam pedaging mengalami masalah kebocoran, sehingga produksi tidak maksimal.
2. Demikian juga dengan serangan virus ASF yang memnyebabkan ternak babi banyak yang mati.
3. Gedung pemeliharaan ayam petelur harus mendapat perhatian untuk di renovasi.
4. Dinas Pertanian dan UPTD ALSINTAN Kabupaten Sumba Tengah.
Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Tengah dan UPTD Alsintan Kabupaten Sumba tengah, adalah salah satu unit kerja yang mengelola PAD di kabupaten Sumba tengah.
Sumber PAD di UPTD Alsintan, adalah pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian terutma pada manajement pengelolaan Traktor Roda 4 dan Combine harvester (alat panen padi)
Sejumlah alat dan mesin pertanian yang tidak dapat beroperasi, oleh karena keterbatasan suku cadang dan rusak









Dari data yang ada, sejumlah alat dan mesin pertanian yang mengalami kerusakan dan tidak dapat beroprasi dengan baik, menyebabkan terjadinya penurunan target Pendapatan pada UPTD Alsintan.
Jumlah sarana peralatan pertanian, pada UPTD Alsintan, sebagai berikut:
1. Traktor Roda 4 jumlah alat : 
Jumlah Alat 			: 39 unit
Kondisi baik			: 24 unit
Kondisi Rusak		: 15 unit
2. Combine Harvester.
Jumlah Alat 			: 24 unit
Kondisi baik			: 13 unit
Kondisi Rusak		: 11 unit
5. Dinas Pekerjaan Umum dan UPTD Pengelola Air Minum Kabupaten Sumba Tengah.Berdiskusi dengan kepala UPTD Air minum Kabupaten Sumba Tengah








Beberapa masalah yang di hadapi oleh UPTD Air Minum dalam memberikan layanan Air bersih kepada Masyarakat kota Waibakul adalah:
1. Menurunnya debit air di sumber mata air akibat kemarau berkepanjangan, menyebabkan layanan air bersih kepada pelanggan menggunakan system bergiliran.
2. Kesadaran pelanggan dalam melakukan pembayaran retribusi jasa pemakaian air bersih masih rendah, hal ini di tandai dengan prosentasi pembayaran yang pada tahun 2024 hanya pada angka 30.82 %. Dari total jumlah pelanggan sambungan rumah sebanyak 2182 SR.
8. Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah dengan Kementerian Dalam Negeri.
· Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah Bersama Kementrian Dalam Negeri dilakukan secara Daring pada tanggal 05 November 2024. 
· Hasil pelaksanaan kegiatan:
1. Tim yang melakukan Evaluasi adalah Tim Efektif dan Bapak sekretaris Derah Kabupaten Sumba Tengah dan Tim Evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri;
2. Dari 14 (empat belas) dokumen rancangan peraturan bupati yang di evaluasi oleh Tim Kementerian Dalam Negeri, terdapat 9 yang perlu perbaikan dan revisi, 3 sudah sesuai dan dapat di tindaklanjuti untuk perbaikan dan diajukan sebagai Peraturan Bupati Sumba Tengah. 
3. Ketidaksesuaian dokumen Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah, tentang Pajak dan Retribusi yang menjadi catatan Tim Evaluasi Kementerian Dalam Negeri diantaranya adalah tentang 
· Perubahan pada beberapa judul Ranperbup.
· Dasar hukum
· Substansi penjelasan pada BAB dan PASAL, 
· Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pajak dan tentang Retribusi yang telah direvisi sebagai hasil evaluasi oleh Tim Evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
https://drive.google.com/drive/folders/1exXcEHvbu72qX48r6i25MC-OaQipJnMg?usp=drive_link



4. Tim Kemendagri yang melakukan evaluasi Bersama Tim Terpadu dan OPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 3 orang yaitu: 
a. Budi Renaldi, S.Psi, M.si
b. Trisna Rinaldi, S.Sos, MAP
c. Fitri Andriyani, SST.Pa
Evaluasi Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah dengan KEMENDAGRI secara DARING.












Hasil Revisi dan perbaikan dokumen Ranperbup.
https://drive.google.com/drive/folders/1Yw0j6wwDfzZOcfI7q28-uup65qwCOu53?usp=drive_link
9. Koordinasi dengan Lembaga Perbankan, dalam rangka memberi dukungan pada Lembaga UMKM di kabupaten Sumba Tengah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan menindaklanjuti masukan dan arahan dari Penguji/Narasumber, selain meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah, hal ini sebagai suatu strategi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui suatu kegiatan kolaborasi.
Pada tanggal 18 November 2024, sebagai upaya memberi dukungan pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan menengah), maka dilakukan kegiatan kolaborasi antara Pemerintah kabupaten Sumba Tengah dengan Lembaga Perbankan, dalam hal ini Bank pembangunan NTT. 
Kegiatan Kolaborasi yang disepakati bersama dengan Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM, Bank NTT, adalah pengembangan REST AREA Langgaliru di Kecamatan Umbu ratu Nggay. Lokasi Langgaliru dipilih sebagai tempat pengembangan UMKM, karena merupakan daerah Transit dan wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumba tengah dengan Kabupaten Sumba Timur.










Diskusi antara Bupati Sumba Tengah, Staf Ahli ekonomi, Staf Ahli SDM, kepala Bank NTT Cabang Waibakul, Kepala Dinas KOPRASI UMKM dan Kepala Bagian Ekonomi.




Beberapa kegiatan yang telah disepakati untuk dilaksanakan, adalah:
1. Dinas PUPR Bersama Dinas Pariwisata akan membangun Gedung / lopo lopo tempat para pelaku UMKM berjualan.
2. Dinas Koperasi UMKM akan memberikan dukungan bantuan modal melalui dana bergulir.
3. Bank NTT akan membantu penataan Kompleks Rest Area termasuk Pembangunan Gapura pada Rest Area Langgliru, serta menyediakan Kredit permodalan Kredit Usaha Mikro.

10. Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati ke Bagian Hukum pada Sekda Kabupaten Sumba Tengah.
· Kegiatan pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pajak dan Retribusi daerah di laksanakan mulai tanggal 24 sampai 29 November 2024.
· Sejumlah Dokumen RanPERBUP yang diajukan adalah yang telah selesai diverifikasi oleh Tim terpadu, Badan Keuangan Daerah bersama Tim Kementerian Dalam Negeri.
· Rancangan Peraturan Bupati yang diajukan akan ditetapkan sebagai dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 dan seterusnya.
Terdapat 14 dokumen rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah yang telah untuk diajukan ke bagian Hukum pada sekda Kabupaten sumba Tengah, selanjutnya akan di proses menjadi Peraturan Bupati Sumba Tengah.
https://drive.google.com/drive/folders/1Yw0j6wwDfzZOcfI7q28-uup65qwCOu53?usp=drive_link
PENGUKURAN EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS PERUBAHAN
Setelah melaksanakan implemantasi proyek perubahan, maka capaian jangka pendek yang dapat di ukur adalah sebagai berikut:
Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya akan memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2024 yaitu dari Rp. 28.240.524.743 menjadi sebesar Rp.  29.126.965.939. atau naik sebesar 3.04% (sebesar Rp. 886.441.196) pada tahun 2025. Dengan percepatan penetapan Peraturan bupati Sumba Tengah, diharapkan akan memberikan kontribusi lebih pada proyeksi pendapatan asli daerah pada tahun 2025, tahun 2026 dan seterusnya.
Sedangkan bagi kegiatan kolaborasi yang dilakukan,  yaitu pengembangan REST AREA Langgaliru di Kecamatan Umbu ratu Nggay akan memberikan kontribusi peningkatan pajak daerah , terutama pajak makan dan minum. haraefektifitas para pelaku perjalanan yang melintasi wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumba Tengah dengan Kabupaten Sumba Timur dalam merasakan kenyamanannya.

B. KEPEMIMPINAN STRATEGIS.
1. Pengelolaan Resiko dalam Proyek Perubahan.
a. Potensi kendala yang diperkirakan akan menjadi persoalan dala implementasi proyek perubahan.
Dalam Implementasi proyek perubahan, terdapat potensi Kendala yang bakal akan di alami selama implementasi proyek perubahan, diantaranya adalah:
1. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah. Banyak pegawai di dinas terkait yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai pengelolaan PAD, sehingga berdampak pada efektivitas pengumpulan dan pengelolaan pendapatan.
2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD. Berdasarkan laporan dari Ombudsman Republik Indonesia, ditemukan bahwa terdapat praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah, yang mengakibatkan kebocoran pendapatan. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan.
3. Infrastruktur yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat. Di Kabupaten Sumba Tengah, banyak daerah yang sulit dijangkau, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengumpulan pajak. Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa aksesibilitas yang buruk terhadap daerah terpencil mengurangi potensi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi.
4. Kurangnya inovasi dalam pengembangan sumber pendapatan baru. Banyak potensi ekonomi lokal yang belum dikan secara optimal. Misalnya, sektor pariwisata yang memiliki potensi besar di Sumba Tengah belum dikelola dengan baik. Menurut laporan World Bank, potensi pariwisata di Sumba dapat meningkatkan PAD jika dikembangkan dengan strategi yang tepat.
5. Perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat mengganggu rencana pengembangan PAD. Misalnya, perubahan dalam peraturan perpajakan dapat mempengaruhi target pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mengakibatkan ketidakpastian bagi para pengusaha dan investor.
b. Analisis Penanganan, 
1. Pemerintah daerah perlu melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Program pelatihan yang melibatkan ahli dari luar daerah dapat memberikan wawasan baru dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola PAD secara efektif.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD sangat penting. Pemerintah daerah harus menerapkan sistem pelaporan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan penggunaan anggaran secara real-time. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih percaya dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan daerah.
3. Pengembangan infrastruktur yang memadai harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun infrastruktur yang mendukung pengumpulan pajak dan retribusi. Misalnya, pembangunan jalan dan fasilitas umum yang baik akan memudahkan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
4. Inovasi dalam pengembangan sumber pendapatan baru perlu didorong. Pemerintah daerah dapat melakukan promosi dan pengembangan sektor pariwisata dengan melibatkan masyarakat lokal. Contoh kasus di daerah lain, seperti Bali, menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan PAD secara signifikan. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang baik dan pengembangan produk wisata yang menarik harus menjadi fokus utama.
5. Stabilitas regulasi harus dijaga untuk menciptakan kepastian bagi para investor. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala, serta melibatkan berbagai pihak dalam proses perumusan kebijakan. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, diharapkan para investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Sumba Tengah, sehingga dapat meningkatkan PAD.
6. Pean Peluang yang muncul selama Pemecahan masalah strategis.
Beberapa peluang yang di pandang dapat memberikan dukungan pada Upaya peningkatan pendapatan asli daerah, dapat digambarkan sebagai berikut.
1. Upaya percepatan penyelesaian berbagai regulasi yang akan menjadi dasar pengenaan dan pemungutan Pajak dan Retribusi pada tahun 2025, akan memberikan dukungan pada peningkatan penerimaan. PAD;
2. Ada dukungan kepastian hukum, bagi seluruh OPD pengelola Pendapatan Asli daerah
7. Pengelolaan Sumber Daya (Input) yang terbatas secara efektif dan efesien.
Berbagai sumber Daya yang tersedia dapat memberikan dukungan pada percepatan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagai 
· Tim efektif 
Tim efektif yang terbentuk, adalah Pejabat dan staf yang tersebar di beberapa perangkat daerah. Seperti, Badan Keuangan daerah, bagian bagian pada Seta Kabupaten Sumba Tengah termasuk Dinas Satu Pintu, dan berada pada lingkungan yang berdekat, yang berdampak pada koordinasi yang mudah dan cepat.
Tim efektif cukup memahami tema utama proyek perubahan yaitu pendapatan daerah yang berdampak pada kemampuan keuangan daerah, karena beberapa Anggota Tim Efektif adalah juga termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
· Anggaran 
Sejumlah Anggaran yang tersedia pada Badan Keuangan Daerah di pergunakan bagi efektifitas pelaksanaan seluruh kegiatan mulai dari prencanaan sampai pada pelaksanaan. Pembiayaan dimaksud yaitu pada:
1. Penyediaan Anggaran Rapat rapat teknis Tim efektif dan Rapat Rapat Koordinasi Bersama OPD Pengelola PAD. (Sejumlah Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 45.000.000).
2. Biaya  operasional bagi tim efektif, termasuk biaya BBM untuk mobilisasi.
· Sarana Prasarana 
Sarana dan prasarana yang di pergunakan dalam Implemntasi Proyek Perubahan, diantaranya 
1. Mobil (Mobil Dinas), sarana Mobilisasi.
2. Computer milik Badan Keuangan Daerah, dan bagian Umum.
3. Ruangan tempat pertemuan, adalah milik Pemda Sumba Tengah.

C. IMPLEMENTASI STRATREGI MARKETING
1. Dukungan Stakeholder.
Terdapat 3 (tiga) kelompok stakeholder yang dilibatkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan kepentingan dan kekuatan yang dimiliki, data stakeholder yang disajikan pada Tabel 4 dapat dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yakni kelompok Promoter, Latent, Defender, dan Apathetics. Kelompok Promoter (high influence/high interest), yaitu kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuatan besar terhadap keberhasilan proyek perubahan. Kelompok Latent (high influence/low interest), yaitu stakeholder yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat langsung dalam proyek perubahan tetapi memiliki kekuatan jika dilibatkan dalam proyek perubahan. Kelompok Defender (low influence/high interest) yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan pribadi dan menyuarakan dukungan tetapi kekuatan yang dimiliki kecil dalam proyek perubahan. Sedangkan kelompok Apathetics (low influence/low interest), yaitu stakeholder yang tidak peduli atau tidak memiliki ketertarikan dan memiliki pengaruh yang rendah terhadap proyek perubahan.
a. Stakholder Internal
Tabel 3.3. Stakeholder Internal
	NO
	STAKEHOLDER
	PERANAN DAN PENGARUH DALAM PROYEK PERUBAHAN

	1
	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
	Memberikan dukungan dan fasilitasai dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Anggaran pemerintah darrah kabupaten Sumba tengah, sehingga seluruh proses perencanan pendapatan dapat diselesaikan

	2
	Asisten Tata Perekonomian pada Sekreatriat Daerah Kabupaten Sumba Tengah 
	Dalam Kapasitas sebagai TAPD Kabupaten Sumba tengah, memberikan dukungan kebijakan pengalokasian APBD, pada OPD pengelola Pendapatan Asli daerah.

	3
	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah
	Sebagai sekretariat TAPD dan OPD yang bertanggung jawab mengelola Pendapatan Daerah, maka BKD menjadi OPD terdepan dalam melakukan Sosialisasi seluruh Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi derah bersama OPD Teknis

	4
	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah
	Membantu Kepala Badan Keuangan Derah merumus, kebijakan Pendapatan dan belanja tahun 2025

	5
	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan daerah Kabupaten Sumba Tengah
	Bertanggung jawab pada Perencanaan, Alokasi dan proyeksi pendapatan asli daera, serta melakukan Sosialisasi seluruh Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi derah bersama OPD Teknis

	6
	Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Sumba Tengah
	Bersama TAPD membantu perencanaa Pendapatan dan belanja pada seluruh OPD Pengelola PAD

	7
	Kepala Bidang Ekonomi pada Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah
	Membantu Sekretaris Bapelitbangda merumuskan semua hal yg berhubungan dengan Pendapatan Asli daerah

	8
	Kepala Bagian HUKUM pada Sekreatriat Daerah Kabupaten Sumba Tengah 
	Memberikan dukungan pada percepatan penyelesaian dokumen peraturan Bupati Sumba tengah tentang Pajak dan Retribusi Daerah



a. Stakeholder Eksternal
Tabel 3.4. Stakeholder Eksternal
	NO
	STAKEHOLDER
	PERANAN DAN PENGARUH DALAM PROYEK PERUBAHAN

	1
	Bupati Sumba Tengah
	Memberikan dukungan, bantuan pada proses penyelesaian Proyek Perubahan (Penetapan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi)

	2
	Ketua DPRD Sumba Tengah
	Memberi dukungan pada Evaluasi Pendapatan Asli Daerah melalui mekanisme Evaluasi RAPBD

	3
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	4
	Kepala Badan Keuangan Daerah
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	5
	Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	6
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	7
	Kepala Dinas Peternakan
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	8
	Kepala Dinas Kesehatan
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	9
	Kepala Dinas Perhubungan
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	10
	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	11
	Kepala Dinas Perikanan.
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	12
	Kepala Bagian Perekonomian
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	13
	Direktur Rumah Sakit Umum
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	14
	Kepala UPTD Air bersih
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	15
	Kepala UPTD Mekanisasi Alsintan
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	16
	Kepala UPTD Pembibitan Ternak
	Membantu percepatan penyelesaiaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak dan retribusi yang menjadi kewenanganya

	17
	Masayarakat.
	Membantu mengawasi dan eavluasi Pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi


Gambar 3.1. Strategi Komunikasi dengan Stakeholder
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Gambar 2.3. Strategi Komunikasi dengan Stakeholder
(Sesudah Implementasi Proyek Perubahan)
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Setelah implementasi proyek perubahan dilakukan analisa terhadap stakeholder dalam Gambar 1 terjadi perubahan. Adapun perubahan posisi stakeholder setelah implementasi proyek perubahan disajikan pada Gambar 2.3. Perubahan posisi stakeholder dalam kuadran tersebut tidak terlepas dari teknik komunikasi yang dilakukan. Kepada stakeholder promotors project leader menyampaikan tujuan dari proyek perubahan yang hendak dilakukan dan meminta masukan, arahan agar proyek perubahan dapat berjalan dengan baik. Kepada stakeholder latens project leader mengundang untuk menyampaikan tujuan sekaligus berkoordinasi dan meminta masukan agar proyek perubahan yang dilakukan dapat sejalan dengan berbagai kegiatan yang meraka lakukan.  

Gambar 3.2. Strategi Komunikasi dengan Stakeholder
(Setelah Implementasi Proyek Perubahan)
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Komunikasi yang dilakukan sehingga terjadi perubahan posisi stakeholder dan dukungan stakeholder dapat diperoleh secara maksimal, yaitu:
a. Peranan Stakeholder latens, sangat berpengaruh pada Rencana dan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025 dan 2026. Peranan Stake Holder Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas PUPR kabupaten Sumba Tengah, Kepala Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Koprerasi UMKM, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Kepala Badan Keuangan Daerah. Demikian juga peranan UPTD Peternakan, UPTD Alsintan, UPTD Air Minum, serta Rumah Sakit Umum Daerah.
b.  sangat dominan, dalam Upaya memberi dukungan pada penyediaan anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 dan tahun anggaran 2025. Demikian juga Stakeholder Latens UPTD, oleh karena Lembaga ini dibentuk secara khusus untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu 
c. Demikian juga peranan stake holder defenders, yaitu Bagian hukum pada SETDA Kabupaten Sumba Tengah, yang memberikan dukungan pada Asistensi Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah dengan Tim Asisten dari Kementerian Dalam Negeri.
Tabel. 3.5. Strategi Komunikasi Stakeholder
	LATENS
	PROMOTERS

	
1. Mengadakan rapat koordinasi Bersama dalam rangka penyampaian tujuan proyek perubahan
2. Dukunga pada Kunjungan lapangan.
3. Dukungan peluang kerja sama antara OPD Pengelola PAD 

	
1. Menyampaikan maksud dan tujuan proper.
2. Meminta masukan dan arahan kebijakan
3. Melaporkan setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan Implementasi Proyek Perubahan.

	APATHETICS
	DEFENDERS

	
Melibatkan dalam kegiatan Strategi peningkatan PAD, terutama Masayarakat yang berada di Seputaran REST AREA Langga Liru.


	1. Memaparkan Rencana Proyek Perubahan.
2. Mendiskusikan hal hal yang berkaitan dengan kebijakan Pendapatan Daerah, sesuai amanat Perbup No. 10 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah.




Pean Strategi Organisasi
Branding.
Branding memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan PAD, terutama di daerah seperti Kabupaten Sumba Tengah yang memiliki banyak potensi yang belum dikan. Dengan mengembangkan hipotesis baru dan merancang strategi branding yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, menarik investasi, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan PAD. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji hipotesis yang diajukan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam konteks branding untuk percepatan penerimaan PAD. 
“BAKU AJAK” 
“BERSAMA MEMBANGUN SUMBA TENGAH, MEWUJUDKAN PAD BERKELANJUTAN”
Implementasi teknologi informasi berbasis aplikasi mobile dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumba Tengah.
Penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan pengelolaan dan penerimaan PAD. Dalam konteks ini, aplikasi mobile dapat berfungsi sebagai platform yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pajak, melakukan pembayaran secara online, serta memberikan umpan balik mengenai pelayanan Pemerintah. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Strategi Marketing
Model 4P 1C terdiri dari empat elemen kunci yang harus diperhatikan dalam strategi pemasaran:
Product (Produk):
Produk dalam konteks PAD bisa berupa layanan publik, fasilitas umum, dan program-program yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Misalnya, pengembangan destinasi wisata yang menarik dapat menjadi produk unggulan untuk meningkatkan kunjungan dan pendapatan dari sektor pariwisata.
Price (Harga):
Penetapan harga yang tepat untuk layanan atau produk yang ditawarkan. Misalnya, tarif retribusi untuk objek wisata harus kompetitif namun tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Penelitian tentang elastisitas harga juga dapat dilakukan untuk memahami respons masyarakat terhadap perubahan tarif.
Place (Tempat):
Distribusi produk atau layanan. Dalam konteks PAD, ini berarti memastikan bahwa layanan publik dan produk daerah mudah diakses oleh masyarakat. Penggunaan platform digital untuk mempermudah akses informasi dan pembayaran pajak dapat menjadi strategi yang efektif.
Promotion (Promosi):
Upaya untuk mengkomunikasikan produk dan layanan kepada masyarakat. Kampanye promosi yang kreatif dan informatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap PAD. Media sosial dan kampanye digital dapat digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
Customer (Pelanggan):
Memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan PAD. Melalui survei dan analisis data, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi apa yang diinginkan masyarakat dan bagaimana mereka dapat berkontribusi lebih dalam peningkatan PAD. Misalnya, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan proyek dapat meningkatkan rasa memiliki dan kesadaran mereka untuk membayar pajak.
Publikasi
Penggunaan teknologi dan media digital dalam mempromosikan potensi PAD, seperti pajak, retribusi, dan sumber daya lokal sudah saatnya dilakukan, agar masarakat dapat memiliki informasi yang utuh tentang kewajiban dalam membayar Pajak dan retribusi kepada Negara. Saat ini, banyak daerah yang masih menggunakan metode promosi konvensional yang kurang efektif dalam menjangkau masyarakat luas. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, diharapkan bahwa strategi pemasaran digital yang terintegrasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang kewajiban pajak, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan PAD.
Promosi Implemtasi proyek perubahan ini di publikasi melalui media media resmi di Kabupaten Sumba Tengah, diantaranya adalah:
1. Website: www.sumbatengahkab.go.id. 
1. https://sumbatengahkab.go.id/2024/11/22/jagung-pulut-kuliner-primadona-dikawasan-rest-area-langgaliru-sumba-tengah/

2. https://sumbatengahkab.go.id/2024/11/11/penyusunan-ranperda-tentang-pajak-dan-retribusi-daerah/

2. Chanel YOUTUBE DISKOMINFO Kabupaten Sumba Tengah.
	1. 
	






	https://youtu.be/vcclQ7eUdBg?si=WCKeBieAPXjOXIKh


	2. 
	






	





https://youtu.be/1X8-IvemQWA?si=l2uqtj_OyJ964hxK




	3. 
	








	







https://youtu.be/oauU3zaNb2s?si=CAzzCIC90BHYWB9T


	4. 
	






	https://youtu.be/YJ7i7tLW6dk?si=i7LFDnJXdxb5s0ed




D. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN
Mendapatkan dukungan Mentor dan Stakeholder untuk menjamin keberlanjutan proyek perubahan, sebagai berikut:
	NO
	STAKEHOLDER
	DUKUNGAN 

	1
	Pj. Bupati Sumba Tengah
	









Dr. Drs. Jusuf Lery Rupidara, MSi
Memberikan dukungan dan fasilitasai dalam kapasitas sebagai Pj. Bupati Sumba Tengah dalam implemantasi kebijakan Pendapatan, serta percepatan dokumen RANPURBUP Pajak dan Retribusi Daerah.

https://youtu.be/oauU3zaNb2s?si=CAzzCIC90BHYWB9T


	2
	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
	








Bernardus B. Gela. SIP. MAP
Memberikan dukungan dan fasilitasai dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Anggaran pemerintah darrah kabupaten Sumba tengah, sehingga seluruh proses perencanan pendapatan dapat diselesaikan

	3
	Asisten Tata Perekonomian pada Sekreatriat Daerah Kabupaten Sumba Tengah 
	








Umbu Sulung, S.Sos
Dalam Kapasitas sebagai TAPD Kabupaten Sumba tengah, memberikan dukungan kebijakan pengalokasian APBD, pada OPD pengelola Pendapatan Asli daerah.

	4
	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah
	









Umbu Neka Jarawoli, SE
Sebagai sekretariat TAPD dan OPD yang bertanggung jawab mengelola Pendapatan Daerah.

	5
	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan daerah Kabupaten Sumba Tengah
	








Marleila, R, Bora. ST.
Bertanggung jawab pada Perencanaan, Alokasi dan proyeksi pendapatan asli daera, serta melakukan Sosialisasi seluruh Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi derah bersama OPD Teknis

	6
	Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Sumba Tengah
	









Yance Landukara, SE
Bersama TAPD membantu perencanaa Pendapatan dan belanja pada seluruh OPD Pengelola PAD

	





	
	

	7
	Kepala Bidang Ekonomi pada Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah
	








Nahazai M. Saduk, SE
Membantu Sekretaris Bapelitbangda merumuskan semua hal yg berhubungan dengan Pendapatan Asli daerah

	8
	Kepala Bagian HUKUM pada Sekreatriat Daerah Kabupaten Sumba Tengah 
	








Petrus Umbu Yami, SH

Memberikan dukungan pada percepatan penyelesaian dokumen peraturan Bupati Sumba tengah tentang Pajak dan Retribusi Daerah



Dukungan dari Mentor, melalui pernyataan Komitmen Keberlanjutan Proyek Perubahan, sebagai berikut:

https://youtu.be/oauU3zaNb2s?si=xacO3Vxzoxo4icoq
















E. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR: 
PELAKSANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM PROYEK PERUBAHAN
Tabel: 3.6. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi 
dalam Proyek Perubahan.

	Pihak Terdampak
	Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan
	Cara Pengembangan Kompetensi (Sosialisasi dan pelatihan)
	Hasil Pengembangan Kompetensi

	Tim Efektif
	Adanya pemahaman masing masing aparatur perencana OPD pengelola PAD, tentang Implementasi PERDA Nomor 01 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi daerah.
	FORUM DISKUSI
	Diskusi ini dilaskanakan dalam rangka peningkatan pemahaman OPD Pengelola PAD, tentang Implemantasi PERDA No.1 tahun 2024, terutama tentang Percepatan RANPERBUP Pajak dan Retribusi daerah











	Tim Efektif
	Pembuatan video melalui pelatihan tata cara produksi dan editing video dengan mengundang narasumber tenaga ahli editing video.
	Pelatihan
	Kegiatan ini di laksanakan dengan tujuan agar Tim Efektif dapat memiliki pemahaman dan ketrampilan Editing Vidio Promosi











	
	
	

	https://youtu.be/vcclQ7eUdBg?si=7RTLySn_aw6568cE




F. KETERKAITAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROYEK PERUBAHAN 
Tabel. 3.7: Tabel keterkaitan mata pelatihan dengan Proyek Perubahan
	NO
	JUDUL PROYEK PERUBAHAN
	MATA PELATIHAN
	JALUR PEMBELAJARAN
	HUNGAN DENGAN AKSI PERUBAHAN
	SUMBER PEMBELAJARAN

	1
	Strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba tengah Prov. NTT
	Pengawasan berbasis resiko
	· Synchronus
· Asynchronus
	Sebagai rujukan mengidentifikasi dan memitigasi resiko dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
	Chanel Youtube, Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti UGM
Judul Materi:
Strategi Pengelolaan Aset Daerah, Mitigasi Resiko dan Optimalisasinya

	
Bukti Dokumentasi: https://youtu.be/uZgvrQpARGQ?si=5vFDWTpeQ3INSWgR

















	2
	
	Manajement Pemerintahan
	· Synchronus
· Asynchronus
	Sebagai rujukan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli daerah
	Dadang Suwanda Channel
Judul: OPTIMALISASI SISTEM PAJAK & PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UPAYA PENINGKATAN PAD PEMERINTAH DAERAH

	Bukti Dokumentasi: https://youtu.be/MkTS84-jed4?si=FhIa5z8ySXRzEOKP















	3
	
	Diagnosa Organisasi
	· Synchronus
· Asynchronus
	Menjadi Rujukan dalam merumuskan Isue isue strategis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
	WEBINAR NASIONAL BAGIAN II.
JUDUL: 
PELUANG, TANTANGAN DAN SOLUSI IMPLEMENTASI PERATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

	Bukti Dokumentasi: https://youtu.be/Quv5C4FxUGQ?si=2Yeh4kUmD5kFzqQw
















Bandung, 02 Desember 2024
Coach,



MARGARETHA YULIANI, SKM, MM
Widyaiswara Ahli Utama Kemenkes

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
Tabel 3.8.: Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

	[bookmark: _Hlk155346302]Komponen/ Sub Komponen
	Strategi Pengembangan Potensi Diri

	
	Rencana
	Proses & Progress/ Hasil Pelaksanaan

	Integritas

	Melakukan pelatihan dan pemberian pemahaman akan pentingnya Integritas dalam Pengelolaan Pendapatan Asli daerah, serta membangun system pengawasan internal yang Transparan dan Akuntable untuk memastikan setiap Langkah yang di ambil dalam pengelolaan PAD yang berintegritas.
	Diskusi yang melibatkan Organisasi Perangkat daerah pengelola PAD, terutma yang berkaitan dengan Perluasan Potensi Pendapatan Asli daerah di Kabupaten sumba Tengah sebagai Implemtasi PERDA no 01 tahun 2024, tentang Pajak dan Retribusi daerah.

	Kerjasama

	Melakukan Forum Dialog antara Stakeholder: Mengadakan forum yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mendiskusikan potensi PAD dan strategi pengelolaannya. Forum ini akan menjadi wadah bagi semua pihak untuk berkolaborasi dan berbagi ide.
	Dialog dengan Stekehlder dilaur Aparatur Pemerintahan belum dilakukan (melibatkan Masayarakat) masih terbatas pada Stakeholder pada PEMDA Kab. SUMBA TENGAH.

	Mengelola Perubahan

	Melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat, Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perubahan dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana partisipasi mereka dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD
	Sosialisasi kepada Masyarakat Kabupaten Sumba tentang pentingnya partisipasi Masrakat dalam membayar Pajak akan dilasksanakan pada perencanan jangka menengah. Yaitu pada pertengan bulan desember 













IV. PENUTUP

KESIMPULAN
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. PAD yang tinggi akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, pembelajaran kepemimpinan menjadi krusial, terutama dalam proyek perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan PAD. Melalui kepemimpinan yang efektif, diharapkan dapat tercipta inovasi dan strategi yang mampu mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah. 
Meskipun terdapat banyak peluang untuk meningkatkan PAD, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi pemerintahan. Banyak aparatur pemerintah yang masih terjebak dalam pola pikir lama dan enggan untuk beradaptasi dengan inovasi yang ditawarkan.
LESSON LEARNT
Kepemimpinan yang baik dalam konteks ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya, tetapi juga pada pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan temuan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki program pelatihan kepemimpinan yang terstruktur menunjukkan peningkatan PAD yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang tidak. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pembelajaran kepemimpinan dapat diterapkan dalam proyek perubahan peningkatan PAD.
Dalam makalah ini, akan dibahas berbagai aspek terkait pembelajaran kepemimpinan dalam konteks peningkatan PAD. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan dapat diidentifikasi best practices serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi proyek perubahan ini. Selain itu, makalah ini juga akan menyajikan data dan statistik yang relevan untuk mendukung argumen yang diajukan. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memahami pentingnya kepemimpinan dalam meningkatkan PAD dan bagaimana hal tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Kartu Kendali Proses Coaching
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Angkatan XXXI Tahun 2024

	Nama Peserta
	:
	Lukas Woli, SP
	Nama Coach
	:
	Margaretha Yuliani, SKM. MM

	NDH
	:
	20240707012334
	
	
	

	Instansi
	:
	PEMDA Kabupaten Sumba Tengah
	
	



	No
	Tanggal Coaching
	Isu/ Permasalahan yang Dihadapi
	Media Komunikasi
	Hasil Coaching
	Tanda Tangan Coach

	01
	21 Nopember 2024
	1. Perbaikan ringkasan Eksekutif
2. Mempertegas agar dokumen Lampiran, dishare menggunakan LINK DRIVE, antara lain, SK, Agenda, dokumen pendukung lainnya.
3. Menyiapkan dokumen Lampiran secara UTUH
	Dokumen FILE Rancangan Proper Via WA.
	Perbaikan Dokumen Implementasi Proyek Perubahan dan di bagian lampiran.
	

	02
	30 Nopember 2024
	Perbaikan berdasarkan Catatan Pembimbing.
	Dokumen FILE Rancangan Proper Via WA.
	Penyampaian perbaikan dokumen IPP
	

	
	
	
	
	
	
















FORMULIR PELAKSANAAN MENTORING
	NO
	MENTEE
	MENTOR

	1
	NAMA
	: LUKAS WOLI, SP
	NAMA
	: BERNARDUS B. GELA, S.IP. MAP

	2
	NIP
	: 197008092000121005
	NIP
	: 1968070419970310009

	3
	PANGKAT/GOL
	: PEMBINA UTAMA MUDA , IV/C
	PANGKAT/GOL
	: PEMBINA UTAMA MADYA, IV/D

	4
	JABATAN
	: STAF AHLI BUPATI Bidang Ekonomi,
   Keuangan dan Pembangugnan
	JABATAN
	: SEKRETARIS DAERAH

	5
	UNIT KERJA
	: PEMDA SUMBA TENGAH-NTT
	UNIT KERJA
	: PEMDA SUMBA TENGAH - NTT

	

	TUJUAN: MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
SUMBA TENGAH, SAMPAI DENGAN TAHUN 2026.

	

	TAHAP
	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (1)
	BASELINE TARGET (2)
	TARGET (3)
	STRATEGI PENCAPAIANNYA (4)

	JANGKA MENENGAH
	Tersedianya Dokumen Peraturan Bupati Sumba Tengah untuk 14 RANPERBUP, 
	
DOKUMEN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

	
14 PERATRURAN BUPATI SUMBA TENGAH

	1. Mengotimalkan Kinerja Tim Efektif.
2. Melaksanakan Sosialisasi,kepada Masarakat Sumba tengah.

	JANGKA PANJANG
	Meningkatnya Target Pendapataan Asli Daerah Kabupaten Sumba Tengah  2026

	
PROYEKSI PAD KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2026

	
5 % dari Rencana PAD 2026

	1. Mengiptimalkan Kinerja Tim Efektif.
2. Memastikan OPD Pengelola PAD melaksanakan Peraturan BUPATI. Tentang Pajak dan RETRIBUSI DAERAH.

	
FAKTA : Saat ini saya sedang bertugas sebagai Staf Ahli Bupati Sumba Tengah 
bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.


	TAHAP
	TARGET SKP (5)
	PROGRES PENCAPAIAN (6)
	MASALAH / HAMBATAN
	PENYEBAB (8)

	JANGKA MENENGAH
	
90

	
60 %

	OPD Pengelola PAD belum dapat bekerja secara Maksimal, ooleh karena terdapat beberapa persoalan Internal, diantaranya Sarana dan Perasaran Pendukung di masing masing OPD
	Penetapan Target PAD tahun 2025 belum didasarkan pada PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH, 

	JANGKA PANJANG
	
90

	
3.04 %

	OPD Pengelola PAD belum dapat bekerja secara Maksimal, ooleh karena terdapat beberapa persoalan Internal, diantaranya Sarana dan Perasaran Pendukung di masing masing OPD
	Penetapan Target PAD tahun 2025 belum didasarkan pada PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH, 

	PELUANG (9): 
1. Tersedianya Regulasi Peraturan Bupati Sumba Tengah sebagai turunan dari Peraturan daerah kabupaten Sumba Tengah No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 
2. Aktifitas ekonomi yang mulai tumbuh di beberapa Lokasi.

	LANGKAH LANGKAH TINDAK LANJUT

	TAHAP 
	INDIKATOR (10)
	STRATEGI UNTUK MENGATASI MASALAH / HAMBATAN (11)

	
JANGKA MENENGAH
	1. Tersedianya Dokumen Peraturan Bupati Sumba Tengah.
2. Meingkatan Pendapatan Asli Daerah pada Tahhun2025 sebesar 3.04 %

	1. Percepatan Penyelesaian 14 Rancangan PERBUP menjadi PERBUP Sampai dengan Tahun 2025.
2. Evaluasi dan Monitoring secara berkala.



	
JANGKA PANJANG


	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 5.0 %
2. Seluruh OPD Pengelola PAD telah mengimplementasi Peraturan Bupati tentang Pajak dan RETRIBUSI DAEARAH
	3. Percepatan Penyelesaian 14 Rancangan PERBUP menjadi PERBUP Sampai dengan Tahun 2025 dan 2026
4. Evaluasi dan Monitoring secara berkala.



	
PSERTA PKN II





LUKAS WOLI, SP.
NOSIS. 20240707012334

	
	WAIBAKUL, 29 NOVEMBER 2024
Mentor




Bernardus B. Gela, S.IP. M.AP
NIP. 1968070419970310009
































FORMULIR DIALOG TIM EFEKTIF DAN STAKEHOLDER
	IDENTITAS PESERTA

	NAMA
	:
	LUKAS WOLI, SP

	NIP
	:
	197008092000121005

	PANGKAT / GOLONGAN
	:
	PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C

	JABATAN
	:
	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

	UNIT KERJA
	:
	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH



	NO
	JENIS AKTOR/PERAN
	IDENTITAS AKTOR PERAN (1)
	BENTUK DIALOG (2)
	POTENSI DUKUNGAN (3)

	1
	TIM EFEKTIF
	1. Kepala Badan Keuangan daerah 
2. Yani M. Rassi, SH
3. James D.A. Samany,ST
4. Yohanis U, Sorung,SH
5. Petrus U Yamy,SH
6. Yance L. Kara, SE
7. Karel Jati Runga, S.Si
8. Seluruh Anggota TIM EFEKTIF.
	1. Rapat TERBATAS.
2. KONTAK NO HP
3. Kunjungan Lapangan bersam sama.
4. Monitoring dan Evaluasi BERKALA
	Seluruh Tim Efektif telah bersedia untuk memberikan dukungan penuh pada Pelaksaan dan Implemntasi Proyek Perubahan ini sampai pada Implementasi Jangka Panjang

	2
	STAKE HOLDER INTERNAL
	1. Sekretaris Daerah.
2. Ka. Badan Keuangan daerah
3. Kepala Bidang Pendapatan pada BKD
4. Kepala Bagian HUKUM pada SETDA Kab. Sumba Tengah
	1. Rapat TERBATAS.
2. Koordinasi melalui Kontak Person.
3. Monitoring dan Evaluasi BERKALA
	Seluruh Stake Holder Internal telah bersedia untuk memberikan dukungan penuh pada pencapaian target jangka Menengah dan Jangka Panjang

	3
	STAKE HOLDER EKSTERNAL
	1. Bupati Sumba Tengah.
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah
	1. Penyampaian Laporan dan Informasi Pelaksanaan Implemtasi Proyek Perubahan
2. Koordinasi Tindak Lanjut.
	Seluruh Stake Holder Eksternal telah bersedia untuk memberikan dukungan penuh pada pencapaian target jangka Menengah dan Jangka Panjang

	
	
	
	WAIBAKUL, 29 NOVEMBER 2024
PSERTA PKN II




LUKAS WOLI, SP.
NOSIS. 20240707012334










INDEKS KEMAMPUAN DAERAH

INDEKS	2019	2020	2021	2022	2023	3.98	3.65	4.46	4.71	4.3899999999999997	
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

() SEKRETARIAT DAERAH
PPUSAT PEMERINTAHAN MAKATUL.

KOMITMEN
MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Bernardus G. Gela, Sip. MAP
NIP :1968070419970310009
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Sumba Tengah

Berkomitmen memberikan dukungan Kepada Saudara Lukas Woli, SP, Peserta
PKN I, untuk melanjutkan Proyek Perubahan, yang mengambil Judul
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM
'RANGKA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH DI KABUPATEN
SUMBA TENGAH PROV. NTT.

Demikian dukungan ini kami berikan bagi keberlanjutan Proyek Perubahan ini.

Waibabul. 18 Nopember 2024
'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

R it

ERNARDUS B. GELA, SIP. MAP
NIP. 1968070419970310009
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() SEKRETARIAT DAERAH
PPUSAT PEMERINTAHAN MAKATUL.

KOMITMEN
MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Bernardus G. Gela, Sip. MAP
NIP :1968070419970310009
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Sumba Tengah

Berkomitmen memberikan dukungan Kepada Saudara Lukas Woli, SP, Peserta
PKN I, untuk melanjutkan Proyek Perubahan, yang mengambil Judul
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM
'RANGKA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH DI KABUPATEN
SUMBA TENGAH PROV. NTT.

Demikian dukungan ini kami berikan bagi keberlanjutan Proyek Perubahan ini.

Waibabul. 18 Nopember 2024
'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

R it

ERNARDUS B. GELA, SIP. MAP
NIP. 1968070419970310009
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